ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya pengaturan kewenangan
Pemerintah dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),
khususnya dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Ibu Kota Negara
(IKN). APBN sebagai instrumen kebijakan fiskal memiliki fungsi strategis untuk
mewujudkan tujuan negara sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun demikian, kewenangan
Pemerintah dalam pengelolaan APBN tidak bersifat absolut karena harus
dilaksanakan berdasarkan prinsip  konstitusionalitas, transparansi, dan
akuntabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan normatif
kewenangan Pemerintah dalam pengelolaan APBN serta implikasinya dalam
pembangunan IKN.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan
pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual
(conceptual approach). Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer
berupa UUD 1945, undang-undang terkait keuangan negara, serta peraturan
pelaksanaannya, dan bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal ilmiah, serta
pendapat para ahli hukum. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui penafsiran
sistematis dan gramatikal untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif
terhadap konstruksi kewenangan Pemerintah dalam pengelolaan APBN.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan Pemerintah dalam
pengelolaan APBN merupakan kewenangan konstitusional yang dijalankan
bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat dalam mekanisme checks and balances.
Dalam konteks pembangunan IKN, pengelolaan anggaran harus tetap berlandaskan
prinsip legalitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas guna mencegah
penyalahgunaan kewenangan. Dengan demikian, penguatan mekanisme
pengawasan dan kepatuhan terhadap kerangka hukum keuangan negara menjadi
aspek penting dalam menjamin pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan
prinsip negara hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik.
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